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Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5
Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang
hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman,
tenteram, dan tertib. Dimana tugas utamanya adal ah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap
Pemerintah (penguasa) dalam pelayanan terhadap warga masyarakat. Akan tetapi dalam kurun waktu yang
sudah sekian lamaini, masalah sengketa Tata Usaha Negara yang muncul dalam kehidupan masyarakat
tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan tidak termasuk
dalam kewenangan badan PTUN dan bukan wewenangnya untuk memutuskan sengketa tersebut. Hal ini
tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang masih kaku dari PTUN, dengan memberikan batasan
yang sangat sempit terhadap obyek gugatan yang dapat digjukan ke PTUN. Di samping itu munculnya
ketentuan hukum baru dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang semakin
membatas kewenangan badan PTUN itu sendiri. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PTUN secara
umum meberikan batasan tentang obyek gugatan yang dapat digjukan ke PTUN, yaitu “ Penetapan tertulis
yang bersifat konkrit, individual dan final”. Berikutnya dalam perluasannya terbatas dalam pengertian
perbuatan pemerintah berupa keputusan negatif fiktif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-
Undang PTUN. Dalam menentukan apakah sengketa TUN dapat digjukan sebagai obyek gugatan dalam
PTUN adalah kewenangan dan kebebasan Ketua PTUN untuk menilainya (pasal 62 Undang-Undang
PTUN). Tidak jarang terjadi sengketa TUN yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi
masyarakat, dinyatakan tidak dapat diterima oleh putusan PTUN. Keadaan tersebut tentunya akan bermuara
kepada ketidakpuasan dan/atau ketidakpercayaan masyarakat selaku pencari keadilan dalam penyelesaian
sengketa TUN di PTUN.
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